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BAB 1 PENDAHULUAN
1.1 Konteks Penelitian	Comment by Benazir Bona P.: Poin-poin yang harus diperhatikan:

Konteks penelitian anda masih sangat dangkal. Anda membutuhkan sekurang-kurangnya paparan sepanjang 5 halaman untuk konteks penelitian saja.

Konteks penelitian tidak menjelaskan argumentasi pentingnya penelitian ini dilakukan.

Tidak ada kutipan dari penelitian terdahulu yang bisa mendukung argumentasi pentingnya penelitian anda dilakukan.

Tidak ada penjelasan tentang metode apa yang akan digunakan beserta argumentasinya. Cukup 1 paragraf.

Tidak ada penjelasan tentang teori apa yang akan digunakan dalam penelitian anda beserta argumentasi pemilihan teori. Cukup 1 paragraf.

Tidak ada penjelasan tentang subjek penelitian dan argumentasi penentuan subjek penelitian. Cukup 1 paragraf saja.

Tidak ada penjelasan tentang keterkaitan isu/fenomena yang diteliti dengan kajian komunikasi.


Revisi Undang – Undang No. 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (RUU KPK) telah disahkan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2019 – 2024 pada 17 September 2019. Pengesahan dan penyetujuan Rancangan Undang	Comment by Benazir Bona P.: Paragraf pertama dalam konteks penelitian harus langsung secara spesifik memaparkan isu atau fenomena yang diteliti.
Harusnya isi paragraf pertama anda bercerita tentang cerita tentang kondisi atau situasi dalam kegiatan demonstrasi pada tanggal 24 september 2019. Cerita tersebut bisa dalam bentuk kutipan langsung ataupun kutipan tidak langsung dari hasil prariset seperti wawancara atau catatan observasi.
– Undang (RUU) ini sendiri dilakukan oleh semua partai koalisi pemerintah, yaitu  Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Golongan Karya (Golkar), Nasional Demokrat (NasDem), Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), serta satu partai oposisi yaitu Partai Amananat Nasional (PAN). Pengesahan dan penyetujuan Rancangan Undang – Undang (RUU) ini sendiri dilakukan hanya dalam waktu 13 hari setelah inisiasi dari Rancangan Undang – Undang ini sendiri.
Inisiasi Rancangan Undang – Undang (RUU) ini dilakukan pertama kali pada 5 September 2019 tanpa adanya pemberitahuan publik dan juga gangguan yang signifikan, kemudian pada 11 September 2019 Presiden Joko Widodo mengeluarkan surat Presiden kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk melakukan pembahasan revisi tersebut bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat, lalu dilanjutkan dengan persetujuan terhadap revisi tersebur dari Pemerintah pada 16 September 2019, dan puncaknya adalah pada pengesehan dari Rancangan Undang – Undang tersebut pada 17 September 2019.
Rancangan Undang – Undang ini sendiri tentunya banyak dikecam oleh para aktivis, pakar dan juga terutama mahasiswa, karena dianggap akan mengurangi keefektifan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menanggulangi kasus – kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Korupsi merupakan suatu permasalahan politik yang signifikan di Indonesia. Dan oleh karena itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didirikan pada tahun 2002, sebagai bagian dari tuntutan reformasi yang dilakukan

setelah penggulingan rezim Presiden Soeharto. Semenjak didirikan, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyelesaikan dan memberantas kasus dari para politisi pemerintah dan juga dari para pengusaha terkemuka. Sehingga, dengan adanya Rancangan Undang – Undang tersebut dinilai akan mengurangi independensi dari Komisi Pemberentasan Korupsi (KPK), yang mana akan menjadikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut menjadi lembaga pemerintah. Dimana pemerintah akan membentuk dewan pengawas untuk memantau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kemudian mempersulit para penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan mengharuskan para penyidik mendapat izin resmi dalam melakukan pengintaian, penyadapan dan juga penangkapan terhadap para pelaku korupsi. Menurut survey yang dilakukan oleh Tempo pada 16 September 2019, 82,61% suara dari publik menyatakan sikap menentang terhadap Rancangan Undang – Undang (RUU) tersebut, dan meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk menolak dan membatalkan Rancangan Undang – Undang (RUU) tersebut. Sebelum proses persetujuan dan pengesehan tersebut, telah terdapat sejumlah aksi protes dalam skala kecil yang dilakukan di berbagai kota di Indonesia untuk menyatakan sikap keprihatinan dan juga penentangan terhadap Rancangan Undang – Undang (RUU) tersebut.
Pada tanggal 24 September 2019, sekitar kurang lebih 800 Mahasiswa Universitas Padjadjaran mengikuti aksi di Jakarta, yang didasarkan atas penolakan terhadap Rancangan Undang – Undang (RUU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Rancangan Undang – Undang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) yang akan dibahas pada saat itu oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan juga lembaga eksekutif lainnya. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Padjadjaran sebagai instrumen politik mahasiswa dalam kampus, berperan sebagai wadah organisir massa dari kalangan mahasiswa Universitas Padjadjaran untuk melakukan aksi di Jakarta. Oleh karena banyaknya jumlah mahasiswa Universitas Padjadjaran yang ikut dalam aksi di Jakarta, saya sebagai peneliti ingin meneliti tentang pengalaman mahasiswa Universitas Padjadjaran ketika melakukan aksi di Jakarta. Dan harapannya dengan adanya  penelitian ini, kita bisa mengetahui landasan mahasiswa dalam mengikuti demo, dan juga untuk meningkatkan gelora – gelora serta gairah pengabdian dan perjuangan terhadap mahasiswa – mahasiswa yang ada di seluruh Indonesia.

1.2 Fokus Penelitian


Berdasarkan fokus penelitian yang telah dijelaskan pada sub-bab sebelumnya, peneliti disini ingin berfokus pada pengalaman mahasiswa Universitas Padjadjaran yang turun aksi di Jakarta pada 24 September 2019. Hal tersebut didasarkan atas begitu tingginya antusiasme mahasiswa Universitas Padjadjaran dalam mengikuti aksi tersebut, sehingga bisa diasumsikan bahwa aksi penentangan dan penolakan tersebut merupakan suatu bentuk keresahan dari mahasiswa Universitas Padjadjaran terhadap apa yang sedang terjadi pada negara Indonesia pada saat itu. Dan peneliti disini ingin menggali lebih dalam tentang landasan, alasan dan juga harapan yang diinginkan mahasiswa Universitas Padjadjaran ketika mengikuti aksi demo #ReformasiDiKorupsi di Jakarta pada 24 September 2019.


1.3 Pertanyaan Penelitian	Comment by Benazir Bona P.: Pertanyaan penelitian harus dibatasi berdasarkan pada metode dan pendekatan penelitian yang digunakan.

Anda cukup memaparkan 2 hingga 4 pertanyaan penelitian.


Berdasarkan penjelasan fokus penelitian yang telah disampaikan pada sub-bab sebelumnya, peneliti memiliki beberapa rumusan pertanyaan inti yang akan ditanyakan pada mahasiswa Universitas Padjadjaran yang telah mengikuti aksi demo #ReformasiDiKorupsi tersebut :
1. Apa yang menjadi landasan mahasiswa Universitas Padjadjaran dalam mengikuti aksi demo #ReformasiDiKorupsi di Jakarta pada 24 September 2019 ?	Comment by Benazir Bona P.: Poin-poin ini lebih cocok menjadi pertanyaan pedoman wawancara dan bukan sebagai pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian bersifat umum dan mewakili konsep-konsep yang relevan dengan isu/fenomena yang anda teliti.
2. Apa yang menjadi alasan mahasiswa Universitas Padjadjaran dalam mengikuti aksi demo #ReformasiDiKorupsi di Jakarta pada 24 September 2019 ?
3. Apa yang mendasari mahasiswa Universitas Padjadjaran ketika memilih Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Padjadjaran (BEM Unpad) sebagai wadah mahasiswa Universitas Padjadjaran dalam mengikuti aksi demo #ReformasiDiKorupsi di Jakarta pada 24 September 2019 ?

4. Apa yang menjadi tujuan mahasiswa Universitas Padjadjaran dalam mengikuti aksi demo #ReformasiDiKorupsi di Jakarta pada 24 September 2019 ?
5. Bagaimana tanggapan mahasiswa Universitas Padjadjaran terhadap Badan Eksekutif mahasiswa Universitas Padjadjaran (BEM Unpad) sebagai wadah yang menggerakan dan bertanggung jawab terhadap mahasiswa Universitas Padjadjaran di Jakarta pada 24 September 2019 ?
6. Bagaimana komunikasi yang terjalin terhadap sesama  mahasiswa Universitas Padjadjaran ketika berlangsungnya aksi demo #ReformasiDiKorupsi di Jakarta pada 24 September 2019 ?
7. Bagaimana komunikasi yang terjalin terhadap Badan Eksekutif mahasiswa Universitas Padjadjaran (BEM Unpad) sebagai wadah yang menggerakan dan bertanggung jawab terhadap mahasiswa Universitas Padjadjaran di Jakarta pada 24 September 2019 ?
8. Bagaimana pengalaman yang dirasakan mahasiswa Universitas Padjadjaran ketika melakukan aksi demo #ReformasiDiKorupsi di Jakarta pada 24 September 2019 ?
9. Bagaimana tindakan yang dilakukan ketika melihat atau merasakan langsung momen – momen kekacauan yang terjadi pada aksi demo #ReformasiDiKorupsi di Jakarta pada 24 September 2019 ?
10. Apa makna diri mahasiswa Universitas Padjadjaran terhadap statusnya sebagai seorang “Agent of Change” dari negara Indonesia ?
Apa harapan yang diinginkan mahasiswa Universitas Padjadjaran setelah melakukan aksi demo #ReformasiDiKorupsi di Jakarta pada 24 September 2019

1.4 Tujuan Penelitian


Tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui landasan, alasan, tanggapan, pengalaman, tujuan, makna diri dan harapan mahasiswa Universitas Padjadjaran dalam mengikuti aksi demo #ReformasiDiKorupsi di Jakarta pada 24 September 2019. Dan dengan mengetahui variabel – variabel tersebut, peneliti berharap semoga semangat pengabdian dan gelora perjuangan terhadap rakyat dapat terus dikobarkan, sehingga makna mahasiswa sebagai “Agent of Change” dapat terus dirasakan oleh bangsa, dan juga terus memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat Indonesia.



1.5 Kegunaan Penelitian
1.5.1 Kegunaan Teoritis

Dari hasil penelitian ini, diharapkan semoga menambah pengetahuan dan wawasan mahasiswa tentang penjalanan suatu aksi demo, dan dengan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, mahasiswa juga dapat merasakan sisi emosional dalam penjalanan aksi demo. Dan diharapkan juga dengan penelitian ini dapat memperkaya ilmu berdasarkan tema dari penelitian ini, dan dapat dikembangkan selanjutnya baik menggunakan metode kualitatif maupun metode kuantitatif. Sehingga penelitian – penelitian selanjutnya dapat menjaga semangat pengabdian dan gelora perjuangan dalam diri mahasiswa.



1.5.2 Kegunaan Praktis

Harapan besar tentunya selalu digantungkan pada pundak mahasiswa. Dan oleh karena itu, dengan kondisi pandemi saat sekarang ini, yang membuat mahasiswa susah untuk bergerak, dan sulit untuk menyuarakan perjuangan. Semoga penelitian ini dapat terus menjaga semangat pengabdian dan gelora perjuangan mahasiswa tersebut, karena jika mahasiswa sudah kehilangan

taringnya,	lalu	siapa	yang	akan	menjadi	garda	terdepan	mengaumkan perjuangan.
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